SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka kelancaran publikasi dan
informasi hukum yang ada di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur,
website dan media sosial menjadi salah satu media
yang perlu dioptimalkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten Lampung Timur tentang
Penunjukan dan Penetapan Operator Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
673 /TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

11. Keputusan Komisi Pemililhan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor
12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) PADA  KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah
sebagai Operator Website Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Timur atas nama :

Nama : | Navia Yufitasari

Jabatan : | Tenaga Administrasi

Unit Kerja | : | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah
sebagai Operator Media Sosial Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Timur atas nama :

Nama : | Alma Depa Yanti

Jabatan : | Pelaksana

Unit Kerja | : | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

Operator Website Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai

berikut :

1. Merangkap sebagai Admin Website Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

2. Mempublikasikan/mengunggah/menerbitkan
Salinan Produk Hukum ke website JDIH KPU
Kabupaten @ Lampung Timur yang telah
ditandatangani.

Operator Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud

pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai

berikut :

1. Merangkap sebagai Admin Media Sosial Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

2. Membuat design grafis atau konten terkait
informasi hukum yang berasal dari produk hukum
atau peraturan perundang-undangan dan juga
konten lainnya terkait kepemiluan yang kemudian
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di unggah ke media sosial JDIH KPU Kabupaten
Lampung Timur. )
KELIMA g Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

’ WYNDA TITRA AGUSTINA
Vi \x\%:&n&@{m dengan aslinya

" Sekretar] K o ,‘151 Pemilihan Umum
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